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KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN

PERJALANAN DINAS PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMTSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas

sebagaimana diatur dalam Standar Operasional

Prosedur (SOP) Pelaksanaan Perjalanan Dinas di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Nagekeo, perlu menetapkan Keputusan Selcetaris

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan

Perjalanan Dinas di Lingkungan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 6a9l;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 1 13/PMK.O5/2O12 tentang Perjalanan Dinas

Dalam Negeri Bagr Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan

Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 9O7l;

Mengingat : 1
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2O tentang Trrgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Keq'a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemithan Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor

1236l., sebagaimana beberapa kali telah diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor

826]';

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Kementerian Keuangan Nomor Per-22/PB/2O13

tentang Ketentuan I€bih I-anjut Pelaksanaan

Pe{alanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,

Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan

Umum Nomor 856/HK.03.2-Kptl0alSJ/VIII/2O21

tentang Pejabat Penanda Tangan Surat T\rgas

Pe{alanan Dinas di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Pro';'insi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana beberapa kali

telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2O23 teniang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
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Pemilihan Umum, Komisi pemilihan umum provinsi,

dan Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Tahun 2023 Nomor 3TTl;

7 - Keputusan Komisi pemilihan umum Nomor 409 Tahun
2022 tentang pedoman Teknis pelaksanaan perjatanan

Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi pemilihan

umum, Komisi pemilihan Umum provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEpurusAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN

PERJALANAN DINAS PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2A26,
KESATU : Menetapkan standar operasional prosedur (sop)

Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU sebagai pedoman dalam melakukan
perjalanan dinas di Lingkungan Komisi pemilihan umum
Kabupaten Nagekeo;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 16 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

Ttd

FITALIS LADO

-3-

Bagran Teknis Penyelenggaraan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

Karo

dan Hubungan
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 24 TENTANG KELENGKAPAN ADMINISTRASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS PADA LINGKUP SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

STANDAR OPERASTIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIIIAN I'UUU KABI'PATEN NAGEKTO

TENTANG
PELAKSANAAN PER.IALAIYAN DIITAS P/IDA SEKREI,ARIAT KOMISI

PEMILIHAIT UMIIM KABI'PATEIT IITAGEXEO

2026

KOIEISI PTUILIHAIT UltrUil I(ABUPATEIT ITAGEI(EO
JALAN DEIPI SARTIXA, KELI'RAIIAIT DA.ITGA, IIECAMATAIY AESIESA

Emall: nagekeokpu3@mall.com
I(ABT'PATEIT IYAGEKEO
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SETRSTARIAT I(OUI$ PIUtrTIIAI{ I'TUT

IIABI'PATET I|AGEXIIO

SI'BBAGIAIT IGUANGAI|, UUIIil DAIT IIX}IATIK

NOMOR SOP 24Tahun2026

TAIT(XiAL PEI{GESAIIAI{ 76Maret2026

DISAIIXAI{ OLEH SEKRETARIS KPU KABUPATEN

NAGEKEO

Trd

FITALIS LADO

IvluA sioP PEI.A.KSANAAN PER.]ALANAN DINAS
PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO

1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun

2O12 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan @erita Negara Republik

Iodonesia Tahun 2OL2 Nomor 649)

1. Memahami regulasi yang berkaitan dengan tata cara perjalanan
dinas dan standar biaya;
2. Memahami prosedur dan kelengkapan administrasi pelaksanaan
per.1'alanan dinas;
3. Mampu berkoordinasi dengan instansi terkait.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119

Tahun 2023 tentang Perubahan atas

Peratural Menteri Keuangan Nomor

lL3 /PMK.OS l2OL2 tefiar;tg Perjalanan Dinas

Da:lam Negeri Bagl Pejabat Negara, Pegawai

Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara

Tahun 2O23 Nomor 907);
J Peraturan Komisi Pemilihan Umum ruornor f +

Tahun 2O2O tentang T\rsas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota @erita Negara Tahun 2O2O
Nomor 1236), sebagaimana beberapa kali telah
diubah terakhir dengan Peraturafl Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2O23
tefltatg Perubahan Kedua a.tas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2O2O tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerl'a Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
KabupatenlKota (Berita Nqara Tahun 2O23
Nomor 826):

4 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Nomor Per-

22lPBl2Ol3 tentang Ketentuan Lebih Lanjut
Pelaksanaan Perl'alanan Dinas Dalam Negeri

bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap

5. Keputusafl Sekretaris Jenderal Komisi

Pemilihan Umum Nomor a56/HK.O3.2-

KptlO4ltnlVfil/202l tentalg Pejabat

Penanda Tangan Surat Tugas Pe{alanan

Dinas di Lingkunaan Sekretariat Jenderal

Komisi Pemifhar Umum, Komigi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihal Umum Nomor 8
Tahun 2Ol9 tentang Tata Keqa Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Nqgara Tahun 2O19
Nomor 32O) sebagaim6la beberapa kali telah
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahu* 2e2B
tentang Perubahan Kelirna atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O19
tefltang Tata Kerja Komisi Pemilihan (Jmum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihaa Umum Kabupaten/Kota @erita
Negara Tahun 2023 Nomor 3771;

ATTAR HUI(UM
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7 tusan Komisi Pemilihan Umum N

4O9 Talrul 2022 terrtang pedoman Teknig

Pel,aksanaan Perjalanar Dioas Dalam Negeri di
Lingkunga-n Komisi Pemilihan U@um,

Pemilihan Umum Provinsi dan

Kepu

Pemilihan Umum

PERAL./IT,/TXTETERIXI{TAx

2

3

4 rc

I

PERIITGATAIT PETCATATAI{ DAT PENDATAAJ{
dilaksanekan dengan baik

mala proses pelalsanaan p€ialanan dinas tidak
dapat dilaksanakan dengan maksimal datl dapat
meoghambat terlalsananya proses edministrasi
pelaksaoEan peajaianen dinas

Apabila SOP ini tidak bentuk naskah asli (hard@p!) dar naskahDisimpan dalam
elektronik ($fcopy,,

Jdih.kpu.ngk.go.id



AOP PELAI(AAIIAAII PERJAITITA.tr DITAA AEKRETARIAT I{PU XABUPATETT I|AGEIIEO

I

N() Kesiata

SOP FYlaksam Pe{adin

NO KeSiatan Kasubbag Sekfttsris Ketru
Pejabat

Pembmt
Komitmeo

Stal
Subbagim

Pel,akw
f'erjalanm

Dinas

Pejabat

Beruemgdi
Tcmpat
Tiriuan

Staf
Kcuilgu

Bendah@ I{eleugkapm Waktu Output Ketclugu

1 Penympaim infomaei dalam rmBka pelaksanm
fadalman dinal berdasakm urgenoi pelaksmu
kegiate/suEt undmgan/berita acam pleno I I ,I Sumt MasuI(/BA

Plcno/Nota Dinas, TOR

dm RAB

30 menit Disposisi pinpinm dm nota
dinas

2 menerima nota dina8/
Ketrra/Sekretaris I. I Disposisi

Pimpir:m/Nota Dims
lO eenit Dislnsisi/ nota dims

3 Staf Subbagie
mcDbut Bmt tugas dm SPD

t

I ,'Ff
Nota DiDas

Ketua/ Sckrctaris,
Buku Regist€r

Pcrjadin, PC du
Printer

rjm SumtTtrgas de SPD Ymg mcEbut SPI du SPD

adatrah mmirg-msing
Subb.gra. ]mg nelakulmn
pcrjslrnu dirus

4 PelHdatnagm Swt PefinlFh TugAs (SPIJ

;
*I
I

sPr 30 menil Surat tugffi ym8 telah
ditsdatangmi

PemdatasSffim SPf obh
l(ctue dm Sekrctaris

5 Petrmdatanqqffi SlWt Pcrjalanm Dims (SPD) {

I L_ I ?
SPD SI'D ymg telah

ditmdatffgmi
Pcmnda+qngppnm SPD olch
fickrefaris dm PPK stclah itu
di*Ehksn ke Bmdahm mtuk
ocmbaSu umg muka pelaku

-6 Pembaym uug muka kctrDda pclal$ pctjalatru
diuas ? I

SlEtTugas dm SPD

ymg telsh
ditmdatangani, rc
dar Printer srta Buku

1Jm Kuitalsi pencrimm tmg
euka (buku bmtu
budahm)

Pcnandatsngmm butti
pragmbllan tmgmulmdtri
Bendaham

7 Mclakukan pcrjalaum dinas kc tcmpat tujum dm
mcminta taldatatrge SPD pada tempat kegiatan

I

I ,lr I
i

Sumt Tugas dm SPD

l.m8 telah
ditsndatangmi oleh
lngtan8i/ Dirc tcrkait

Scsuai lammya
pcfjalam dims

Surat TUgaB dm SPD ya$g
t lah ditmdatmgei instansi
tqium

a PPK mcnandatangmi SPD akhir, *lanjutnya pelaku
pcrjalaro nmbut lalrcm pe{irlqnan dies du
dilcngkapi bulrti-bulrti kelcngkapan pcrjalanrn dirB
utuk di*rahkm kepada staf kcumgm ruhrk
divcrifikasi

I
I

__l

;;

Dokuen Pcrjadin maksimal 5 hdi Dokumen pcdadin Makqimer 5 hsi di Flaku
Pojadin

9 Vcdfikasi SPJ ymg tclah discrahkm

__[

Dokuuen Pcrjadin f hffi DokuEen Frjadin (SPf, SPD,

daffar nominatif pcrjalam
dinas, lapom perjalaam
dimc, deftarpmgelrm riil
0ike dipcrlukan), tikct
(pcsffet, keftta api, kapal
laut, bus, dU, bmding pass,

kuitanei hotc| pcn{impm;

Apabila dokmeo perjadin tidak
lcagkap malm di*embalikan he
pclaku pcrjadfn dm epabila
doktmeu pujadin lcnglmp makq
di*rahkm ke PPK

10 Dokmca hasil verifikasi disemhkan kepada PPK

Ya

__l

Dokumen Pcrjadin t hsi Dokmcn Perjadin (SPf, SPD,

daft ar nouimtif Perjalmm
Dinm, lapom pcrjalanaq
dims, daftar pcugelm riil
fika diperlukm), tikct
(pcsawat, kcrcta api, kapal
l,aut, bus, dl!, bmrding pass,

kuitansi hotcl/ penginapu;

Apabila dokum pcrjadin tidqt
lengkap mka dilcmbalilcn ke
pctaku pcdadir dm apabila
doluu perjadin lcngkap maka
PPK ncaqintahlcm beuda.han
mtuk acmbayarkan siu uog
psjadin

11 Beudahm Eembaya sis wg pcrjadia O l)okrrmerr

Perjadin,laptop, printer
t hsi Kuitansi pedadin Bcndahm mcmbuat kuitansi

l:mpug

!
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PEIIGESAEAII

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi
yang telah ditetapkan

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur ini.

3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatao yang sudah selesai dilaksanakan.

4. Perubahan terhadap mang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional

Prosedur ini batd selunrlrnya.

5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Felabeleaa FerJalaaea Dlnas BAITtrOR IIPU KABITPATEII

IIAGEIIEO, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.

6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan : di Mbay
pada tanggal : L6 Maret2O26

SEXREf,ARIS KOUISI PEUILIHAIT I'UIIM
XABI'PATEI IIAGEIIEO

Ttd

TTTALIS LAI'O
Salinan sesuai dengan aslirrya
SE1GETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

Bagran Teknis Penyelenggaraan

dan Hubungan Masyarakat

u
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